o

BUPATI KETAPANG

PROVINSI KALIMATAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN ’
TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

. bahwa - untuk menciptakan ketertitf)an

penyelenggaraan operasional dan administrasi,
meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran
kegiatan pemerintahan di Llngkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar
Operasional Prosedur; :

. bahwa untuk lebih menjamin percepatan dan

konsistensi operasional dan administrasi pelayanan,
perlu mengevaluasi dan menyempurnakan Standar
Operasional Prosedur:

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Bidang Pelayanan Tenaga Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang _

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II| di
Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai ‘Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran = Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



» " 5.

Y

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas TUndang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4637);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XII/2008
Tentang Pedoman  Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartiti;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun' 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1463);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk Kabupaten
Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012
Nomor 123); :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR BIDANG PELAYANAN TENAGA KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

A " 3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
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Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai
dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah
berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai
dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja
yang bersangkutan.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

SOP Bidang Pelayanan Tenaga Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang, yang perinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
(1) Format SOP pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:
a. uraian kegiatan;
b. pelaksana;
c. mutu baku yang terdiri dari persyaratan/kelengkapan;
d. waktu dan output (keluaran); dan
e. keterangan.

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disesuaikan atas pertimbangan kebutuhan, perkembangan tuntutan
peningkatan pelayanan dan peraturan perundang—undangan.
Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
perubahan dan penyederhanaan tahapan dan prosedur, perubahan
dan penyederhanaan persyaratan, perubahan pelaksaf.na prosedur dan
perubahan dan pengurangan waktu rata-rata pemprosesan.
Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penerapan SOP.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. melakukan pengawasan penerapan SOP;



b. memberi masukan dalam penerapan SOP;

c. melakukan penilaian penerapan SOP;

d. melakukan pengaduan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan
SOP; dan

e. memenuhi semua prosedur pada saat meminta layanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daefah
Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,
Ttd

MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
Ttd

FARHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

@_ KEPALA BAGIAN HUKUMy |
SETDA

NIP. 197005172000031001



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN
TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN TENAGA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

1. SOP Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Mediator:
a. Prosedur Perundingan Bipartit;
b. Prosedur Mediasi melalui Mediator/Pegawai Perantara.

2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja:

a. Prosedur Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi;
b. Prosedur Uji Kompetensi;
C. Prosedur Bimbingan Teknis dan Konsultasi.

3. SOP Pelayanan Bursa Tenaga Kerja:
a. Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK 1);
b. Prosedur Pelayanan Registrasi E- Bursa Kerja dan Penempatan Pencari Kerja;
c. Prosedur Pelayanan Registrasi Perusahaan.

SOP Pelayanan di Front Office
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran
SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan

SOP Pelayanan Keberatan dan Banding:
a. Prosedur Pelayanan Keberatan
_b. Prosedur Pelayanan Banding

Nous



PEMERINTAH KABUPATEN-KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 09/0R-Bf2018

Tanggal Pembuatan 20 Nopember 2018
Tanggal Revisi _ ~[20Nopember 2020
Tanggal Efektif 01 Januari 2019
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENYELESAJIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.
3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasl Republlk Indonesia Nomor
Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui

Perundingan Bipartit
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Pendidikan minimal S-1/setingkat
2. Memahami ketentuan penyelesaian hubungan industrial
3. Ramah tamah dan bepenampilan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer

2, 2. Sambungan Internet/Intranet
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran  |3. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

3. SOP Pelayanan Front Office 4. Kendaraan Operasiona}

4, SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Digital Voice Recorder

5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 6. Kamera DSLR dan Tripod

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan ketetlambatan
penyelesaian

1. Front Office : buku register
2. Mediator : register tahapan penyelesaian

L A




Prosedur Perundingan Bipartit

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pekerja atau Serikat “Mediator Perselisihan i Keterangn
Pekerja/Serlkat Bunth Tim PHI Hubungan industrial Kopala Dinas Kelorigkapan Wl _ | Oueat i
1 Menyampalkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Surat Pengoduan dea {Omont | Adfuen tarcatat datam ﬁg:u?::tn
* |Kerja Rogtator PHI buku roglater p:
eluar
Melakukan verifikasi dan pembahasan awal, serta menunjuk 4
2 IMediator yang ditugaskan Ij|j Sural Pengaduan 1 had panunjulen modater
Memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk terfebih dahulu A} Surat
3. |mengadakan perundingan secara Bipartit paling kama 30 (tiga ,::‘ Pemberttahuan/Pema ‘;;“"”’;:‘:“"‘“.“
puluh) hari kerja ngglten Bipariit
Makslmal 30 har
sojak
4. |Melakukan perundingan Bipartit: pemangglian
i janji ATK, komputar don Perfanjtan Bossama
a. Jfka Sepakat, membua.t Per]an‘jlan lBarsama {PB) | | PP et Rmaloh Hpartt
b. Jika tidak, membuat Risatah Bipartit
]
5. |Mendaftarkan PB ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( ) Parjanflan Barsama 7 ban P""L“:’:‘Br;rm
Prosedur Mediasl melalul Mediator/Pegawai Parantara
Palaksana Mutu Baku
No. Keglatan Pekerja atau Serjkat Mediator Parseliaihan Keterangan
ut|
Pakerja/Serikat Buruh Ttm PHI Hubungan Industdal Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Menyampaikan copy Risalah Bipartit kepada Kepala Dinas Aduan tercatat dalam
1. Tenaga Kerja copy Risaloh Bipartk 10menit bk rogister
2 gzal:jzian verifikasi dan pembahasan fanjutan bersama Mediator ’j:l - 1 bt hast pombohasen
N
3. |Memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk dllakukan Mediasi l :l hesll pembahasan 1har S"’“L‘;'S?;i."’“"
4. |Melakukan Mediasi: ,
a, Jika Sepakat, membuat Persetujuan Bersama (FB) Ij:] il Than [ Pettan somama
b. Jika tidak, membuat Anjuran Blpuith
- - N
8. |Menyampaikan PB/Anjuran kepada Pihak-pihak yang berselisih c b Pe"":gi“::jﬁfa':a"‘“ 1 hari T::,f::j:d,::..
) » ,
: “', L { fo A
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PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 10/OR-B/2018

Tanggal Pembuatan 20 Nopember 2018
Tanggal Revisi 20 Nopember 2020
Tanggal Efektif 01 Januari 2019
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN PENGEMBANGAN KARIER TENAGA KERJA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1,
2.
3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasicnal ;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Pendidikan minimal 5-1/setingkat
2. Memahami pelatihan kerja
3. Ramah tamah dan bepenampilan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer

2. 2. Sambungan Internet/Intranet
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran  |3. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

3. SOP Pelayanan Front Office 4. Kendaraan Operasional ~

4, SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Peralatan dan perlengkapan pelatihan sesuai standar

5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register
keterlambatan pelayanan 2. Mediator - register tahapan penyelesaian

N ¥ .‘




Prosedur Pelatihan Kerja Berbasis Kompetonsi

\ K Pglaksana Mutu Baky
o. iatan ;
9 Kepala Dinas Kepafa BLK Instruktur BLK Peserta Pelatihan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. |Mengldentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan: dnta permintsan, ksl 1 butan Rencann/Analisi
ovaluasl, pﬂnzn:nmn Kebutuhan Pelathan
a. permintaan dari pasar/bursa kerja Tehunen
b, evaluasi hasll kelulusan uji kompetens! C:)
c. tawaran dar sponsor/pihak ke 3
g, Menyusun rencana pelatihan tahunan sesuai hasil identifikasi
Membuat perencanaan pelatihan untuk jangka waktu 3 bulan ke Rencana/Analists
2. N Kebutuhan Pelathan 7 harl Rencona Polatihan
depan; Tahunen
a. Judul pelatihan
b, Wakiu dan tempat pelatihan
¢ Instrukiur [ ]
d. Peserta Pelatihan
e. Penanggung Jawab Pelatihan
3. |Melakukan persiapan sebelum tanggal pelaksanaan pelatihan: 5 hadt o ."i"""’:““
Rencana Petatihan y
dan ckamodasi
a. Untuk Pelatihan Internal rorondln
- menyiapkan dukungan administratif seperti rencana biaya,
kuota dan tim panitia
- menyiapkan dukungan sarana dan akomodasi seperti
ruangan, white board, spldo!, laptop, konekst intemet, \'d
proyektor, fiip chart, sound system dan peralatan lain yang I::l
diperlukan
b. Untuk Pelatinan Eksternal
- memastikan persetujuan dan pembayaran kontrak
¢. Menghubungi penanggung jawabyinstrukiur pelatihan agar
mengisl sasaran pelatihan pada Form Pengukuran Efektivitas
Pelatihan
dukyngan
edminlstratl, sarena Jumizh peserta yang
5. |Melaksanakan pelatihan, peserta mengikuti pelatihan i | dan akomodasl | sesugirencens | memghutl sampal
tersedla, sarta Form pelathan dengan berakhimya
Pangukuran waktu pelatihan
Efextivitas Pelatihan
6 Menagisi Form Pengukuran Efeklivitas Pelatihan yang telah beyisi ¥ Form Pangukurmn Form Panguiuren
" |sasaran pelatihan | | Efekthitas Polatinan 10 mont E""‘"“‘“:L”“"“"
Membuat taporan pelaksanaan pelatihan dan merekap form dokumentasl dan Form \aworan Pelaksanas
7. pengukuran efektivitas pelatihan h"‘“;':;:ﬂ;""""“ o

4

2 had




Membuat laporan penggunaan anggaran pelatihan

Rekapdan togitan

Laporan Penggunsan

Anggaran
Prosedur Uji Kompetensi
Pelaksana - Mutu Baku
No. iatal Ket
° Kegiatan HKepala Dinas Keopala BLK Instruktur BLK Peserta Pelatihan Kelengkapan Waktu Output clerangan
. Rencano/Analisls .
5 Mambual. perencanaan uji kompetensi untuk jangka waktu 3 bulan Kebtuhan u) 7 harl Roncana vj)
ke del:'an' kampatsns! Tahunan kompatorsi
a. -Judul ujikompetensi
b. Waktu dan tempat uji kompetensi ( ]
c. Instruktur
d. Peserta uji kempetensi
e. Penanggung Jawab uji kompetens]
Melakukan persiapan sebelum tanggal pelaksanaan uji dukungan
2. xom etensi'p rsizpa 9gatp ] Rencana ufl Shan odministratlf, sarano
p . kompelons! dan akomnodasl
a. Untuk Uji Kompetensi Intemal tercodia
- menyiapkan dukungan administratif seperti rencana biaya,
kuota dan tim panitia
- menyiapkan dukungan sarana dan akomedasi seperti
ruangan, white board, spidol, laptop, konekst intermnet,
proyektor, flip chart, sound system dan peralatan lain yang Ej
diperlukan
b. Untuk Ui Kompstensi Eksternal
- memastikan persetujuan dan pembayaran kontrak
c. Menghubungi penanggung jawabfinstrukiur pelatihan agar
mengisi sasaran pelatinan pada Form Pengukuran Efekfivitas
Uji Kompetens!
—— - - dungan
'dM':;;"" Jumiah pesertaysng
3. |Melaksanakan uji kempetensl, peserta mengikuti ujl kompetensi torsta. sors i st it
E&mﬁl wizktu u)i kompctens!
kompaotons!
fai e T Form Pangukuras F P K
4. Mepgls: Form Pe'ngukuran Efekhwtas Uji Kompetenst yang telah Efektivitas u " 10 menit ME"r‘ewmmgu upm
berisi sasaran uji kompetensi Kompetanal kempatensl todsi
Membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi dan merekap form Ij dokumentartdan Form Laparan Pelsksanaan ulf
5. | pengukuran efektivitas uji kompetenst ] O ™ tomgetens
- 2 hari
8. (Membuat laporan penggunaan anggaran uji kompetensi { ) Rokap dan tagihan "’""':::::::‘"“"

[QL

.




Prosedur Bimbingan Teknis dan Konsultasi

Pelaksana Mutu Baku
. Keglata 4 Keterangan
No, g n OPD{Unit K;r.jamihak Ko Tl_m Penerima Jasa BLK tnstruktur BLK Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 8
Manyampaikan Permintaan Pelatthan/Kensultasi (via langsung Surat Permintasn
1. Y ! Kempiter dan ATK | sosua) kebutuhan | torcatot datam biky
email, telp atau fax) rogisiar
A Surat Permintaan
2. |Membuat Surat Penawaran |: | tercatat dalam buku 1 hanl Surat Penawartn
registor
Membuat Kesepakatan Kontrak/SPK {waktu, biaya dan Kesepakaten
3 persyaralan) Surat Penawaran Zhart KontrakiSPK
J
4. |Mengkaiji ulang kontrak:
a. Jika Setuju, lanjut pada langkah 5 Kesopakatan 5 had Persctujuan atsu
b. Jika tidak, mengusulkan perbaikan dan kembali kepada / Kompak/SPK Perubshan
langkah 3
5 Melakukan pembayaran sesual dengan kontrak Kosapakatan 1 hat Tenda Terima
" |pelatihan/konsuttasi Kontral/SPK Pembayaran
Kesopakatan Jumiah dan kuaitas
6. [Melaksanakan Pelatihan/Konsultasi Kontrat/SPK dan | scavolkentrak | pefatinan/konsukast
pambaysran diterima sesu kontrak
7 Melakukan pelunasan sisa pembayaran sesual dengan kontrak Y Jumiahidan kalitas 1 bt Tanda Terima
* |pelatihan/konsultasi :l petatihan sesual kontrak . Pemboyaran
R .
8. |Melakukan penyerahan Sertifikat Pelatihan/Konsuitasi ( ) Tonda Terima Thel | TandaTerimaSeatvat




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP T1/OR-B/2018

_{Tanggal Peinbuatan 20 Nopember 2018
Tanggal Revisi 20 Nopember 2020
Tanggal Efektif 01 Januari 2019
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur {(SOP)

'PELAYANAN BURSA KERJA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

2.
3.

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Ketja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Pendidikan minimal $-1/setingkat
2. Memahami pelatihan ketja
3. Ramah tamah dan bepenampllan balk

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

1. 1. Komputer
2. 2. Sambungan Internet/Intranet
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran {3. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
3. SOP Pelayanan Front Office 4. Kendaraan QOperasional
4, S0P Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Peralatan dan perlengkapan pelatihan sesuai standar
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan
keterlambatan pelayanan

1.  Aont Office : buku register

A

2. Tim Teknis : register tahapan penyelesaian




Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK 1)

Pelaksana Mutu Baku
‘No. | Kegiatan : Petugas.Meja | oo oo i Dinas | KepalaDinas | Petugas Meja. R e . Kot
Pemchen Pela;;aal;a; 1,2 Nakertrans Nakertrans Pelayanan 5§ Kelengkapan waktu Qutput
nomor antrian dan
1. |MendaRar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan ( ) berkas sesual antrian | berkas permohonan
permehonan
2. |- Mencatat nomor pendaftaran berkas
- Memberikan resi pendaftaran
““Memeriksakelengkapan persyaratan parkes
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon unluk dtlengkapu permohonan Smentt | berkas perchonan
- Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis Dinas Nakertrans selaku
pengolah
- Melakukan entry data dan upload persyaralan kedalam sistem A4 berkas yang tolah p“"_'“‘;“;‘:"z:"""
3. |- Memastikan Pemochon melakukan pemenuhan ketentuan dan atau diber lambar $ menit p:“?anum',‘]
kewajiban lainnya cekist ketentuan
4. |- Melakukan e-review dan tugas entry data ¥
- Menyetujui atau menolak permohonan - berkas yang telsh
Menyusun catatan pemenuhan ketentuan jika diperlukan penyesuaian atau diber Ismbar ; berkas yang tsiah
perubahan cakllst S manit disetvjul atau ditolak
- Mencetak kartu kuning "h‘"“a‘ | 10ment I
permghonan y meni uning
5. |- Mencetak surat penolakan/keterangan seperiunya Gsetujiaten | perberias |atau surat panciaken
ditolak
- Mengoreksi dan memaraf kartu kuning Y draft kartu draft kartu kuning
8. |- Meneruskan ke Kepala Dinas Nakertrans kuning/suratyang | 3menit | atau surat yang telah
telsh diparaf diparaf
— - — |
draft kartu kuning kartw kunlng ateu
7. |Menandatangani kartu kuning atau surat yang 3 menit surat yang telah
{alah iparaf ditendatangani
—
] . ‘V——_ . KartuSurat yang lolah S0P Surat M
g, |Memberi nomor kartu kuning dan menyerahkan ke petugas meja tayanan, o voataah | Smant | ptab mesvains | don St K
" |serta mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) dltandztangani parmmohonsn yong tash | NSO
T tersimpan i
b rw/Surat yang 3 meait Tandabuit
. ) o v Karluf ;
g Menyerahkan surat / sertifikat / kariu / lainnya ke pemohon diseriai bukti éfﬂ:'; ﬂ:ﬁk;:u?;. penediman berkas
" |penyerahan ’
- - - - B Kulsioner tingkat
ot vt . kuisioner atau kepuasan pelayanan
10. |Mengisi kuisioner tingkat kepuasan pelayanan ( _ ) seienisnya 3 menit yang sudah di I
pemohon

)




Prosedur Pelayanan Registrasi E- Bursa Kerja dan Penempatan Pencari Kerja

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan “m Takiils Dlias : Kios: - Ket
g Pencaker Tnmszl;:::aI:Lnas K’:::‘I;?;:zs Petugss 1““’5 3n Kelengkapan Wakiu Output
1. |Mendaftar secara online ( ) data dii pencaker
\ k:esuaian enlry data
2. |Mengisi dan mengirimkan formulir data din pencaker
5
kenfimasl
. + emall atau telapen sesuai
3. |Mengotomatisasi password poncaker comeuhan clomatisas]
password
I
. . y pasgword sesuai
4, |Melakukan login dan mencari lowongan clomallsasi | kebuwhan | Ootefawengan
v
5. |Melakukan tugas entry data, mengirim lamaran dan daftar riwayat hidup datadi poncaker [ SR entry data
. . .. sesuai notifikasi
6. |Memastikan keberhasilan pengiriman data enlry data Kebeduhan kebarhasitan
1
7. Membandingkan realisasi pengistan lowongan melalui aplikasi, pengisian oniry deta plhasi| per3buian N
lowongan manual dan data riil di lapangan
| F———
. . . \y d taporan pambukasn dan
8. |Membuat laporan realisasi pembukaan dan penerimaan lowongan ”“;HE:S‘“" 1 minggu ponglalan kewongan
sacera barkala
1
——d
—
9. |Melakukan back up data entry data per 3 bulan back up data
. I R . . . rekomendasi sesdai tindak lanjut
10. |Menindallanjuti rekomendasi laporan realisasi secara berkala laporan p:f:::::::n rakomendasi

‘,=




-9

Prosedur Peiayanan Registrasi Perusahaan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan - ‘Petugas Kios 31n | TIm T Kopata: Ket
P h gas Kios 3 In m Teknis Dinas epala Dinas
erusahaan 1 Nakertrans Nakertrans Kelenghkapan Wakiu Qutput
1. {Mendaftar secara online ( , data difl pencaker
suai
_ N k:f tshan enity dala
2. |Mengisi dan mengirimkan formulir data i pencaker
v
. . konfirmasl
3. |Melakukan verifikast entry data msx:g' ctometisasi
A password
A
4. |Melakukan login dan mengirimkan lowongan pasaward sesual daflar lowsngan
y
5. iMelakukan tugas entry data, akses data pelamar dan alumni data lowongan kei““a' n
data Jowongan ter
anky
q
3 i H et n da sesuai
6. |Memastikan keberhasilan pengiriman data entry data Kebuthan
L
7 Membandingkan realisasi pengiriman fowongan melalui aplikasi, \l’ ot aptikas! o
" |pengumuman Jowongan manual dan data riil di lapangan enlry data aplikasl) - par 3 butan rekap data
1
I_—_-.-.—-q
. . . rekap data dan teporan pembukaan dan
8. |Membuat laporan realisasi pembukaan dan penerimaan lowongan ;ﬂum 1 minggu pengisian lowangan
socars borkala
T
I
¥
9. |Melakukan back up data entry data per 3 butan back up data
T
1
- . sesuai .
10. |Menindaklanjuti rekomendasi laporan realisasi secara berkala rakomendasl [ o unan Undak lanjut
) _ laporan perencanaan rekormendasi

A




PEMERINTAH KABUPATEN-KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 12/OR-B/2018

Tanggal Pembuatan 20 Desember 2018
|Tanggat Revisi_ ] 20 Desember 2020
Tanggal Efektif 01 Januari 2019
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN DI FRONT OFFICE

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;  |2. Memahami ketentuan pelayanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Slstem Pefatlhan Kerja Nasional ; 3, Dapat mengoperasikan program/aplikasi
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4, Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan
Per.31/MEN/X11/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui bertanggung jawab penuh dengan pelanggan
Perundingan Bipartit 5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan
5. Peraturan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Palanggan
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Funasi, sarta Tata Keria Dinas Tenaaa Keria dan Transmiarasi;
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediatar; 1. Komputer
2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
4. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 4. ATK
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding
7. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat

Pencatatlan/Pengesahan/Pendaftaran

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian

1.
2. Tim Teknis : buku register tahapan penyelesaian

Front Office : buku register




Prosedur Pelayanan di Front Office

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan - - | PetumasMala o g Dinas | Ke PatuganMala | : |- .
. pala Dinas - Petugas-Meja - U Ket
Pemohon Pelaﬂz:a; 1,2 Nakertrans Nakartrans P::::lwm?l:l :a (1;:1‘(, Pelayafian 5 Kelengkapan Waktu Output
1. |Mendaftar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan untuk nomar antrian dan
seluruh jenis pelayanan ( ) barkas sesual antrian | berkas pemmohanan
permoharan
2. |- Mencatat nomor pendafitaran berkas
- Memberikan resi pendaftaran
‘= Memeriksa kelengkapan-persyaratan i A
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi berkas
- Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis Dinas Nakertrans selaku permohonan Smenit | berkas parmohonan
pengolah
- Menginformasikan kepada pemohon pemanggilan kembali afau jadwal
verifikasi lapangan (bila diperlukan)
3. |- Melakukan entry data dan upload persyaratan kedalam sistem
- Melakukan tugas atau verifikasi lapangan bersama Tim Teknis terkait bﬂ:_‘:::la"s!;::ﬂh D;’-fﬁfgﬂ‘ﬂ;ﬂ ter-
. L em [Felak:0 ungan
- Memastikan Pemohon melakukan pemenuhan ketentuan dan atau tugas ceKlist dan jadwal 1 heri lapangan dzn
lapangan lainnya peninjauan pemenuhen
lapangan ketentuan
4. |- Melakukan e-review dan tugas/verifikasi lapangan |
- Menyetujui atau menalak permohonan berkas yang telah berkas yang telah
- Menyusun revisi atau catatan pemenuhan ketentuan jika diperiukan diberi lembar 4 hat diatujul stau ditalak,
H Klist dan Jadwal dan Rekomendasi
penyesuaian atau perubahan °:J ’
N gas |[apangan Tim Teknia
- Menghitung pembayaran pang
5. |- Mencetak surat / sertifikat / kartu / lainnya
- Mencetak surat penolakan/keterangan seperlunya berkas
_ . N - . permchonan yang 15 menit draft surat/setifikat
Mencetak invoice/kultansi pembayaran tayak don porborkas | atas suret penolakan
disetujui
6. |- Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/lainnya arat
- Meneruskan ke Kepala Dinas Nakertrans -+ suralisertiikat 3 mentt draft surab's;rﬁﬁka:
yang telah diparat yang etah diparaf
1
7. |- Mengoreksi dan memaraf surat / seriifikat / kartu / lainnya Y st
" Fal -
- Meneruskan ke Bupati auratooriiical 3 merit aransurla:s;makm
| yang telah diparal yang telah diparaf
8. |Mengoreksi dan menandatangani surat / sertifikat / kartu / lainnya drat
ra
suratisertifikat 5 menit f‘;’f“"‘f"mzk?; yang
yang talah diparaf s alah ditandatangani
9. |Memberi nomor surat / serifikat / kartu / lainnya dan menyerahkan ke N EE— surasertikes Swatlertikal yang s 5o oot bapsak
petugas meia layanan, serta mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) yang fefah 5 onit i, o ko ensop
ditandatanganl pormonsnan ysngteton | A0SR
1 - teraimpan
10, |Menerima pembayaran berdasarkan besaran yang telah ditetapkan di dalam ¥
invoice/kuitansi pembayaran, dan menyerahkan tanda/bukti volcafkultansi lombar ko-2 invai
pembayaran/pelunasannya kepada Pemohaon ,__ﬁ ‘“;:,'m;:m‘; ' 3menit y:g‘g fe’h:'mz;’m"::‘

{ U

@



Pelaksana

Mutu Baku

No. Kegiatan Petugas Meja . . Potugas Meja Ket
9 Pamohon Pelayanan 1, 2 TimNTikr:::aDLnu K;p :[it?;nas Patayanan 4 (TIm Petugas _Me]a Kelengkapan Waktu Qutput
—dan3 akertran akertrans o, arma Jasa BLK) Pelayanan$ |
Suralfsertifikat 3 menit Tanda/bukdi
yang talah penarimaan barkss
dibukukan, dicap, | cantandambukti
41. [Menyerahkan surat / serlifikat / kartu / lainnya ke pemohon disertai bukti dan dipitah W’““‘t’:;’l‘nf“::‘“"'“
" ipenyerahan P
|
12, |Mengisi kuisioner tingkat kepuasan pelayanan . Kuisioner tingkat
kuisioner alau 3 menit kepuasan pelayanan
sejenisnya yang sudzh i isi
pemohcn
®. o

S

L - o S



SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Nomor SOP 13/OR-B/2018

Tangaal Pernibuatan 20 Nopember 2018
Tanggal Revisi 20 Nopember 2020
Tanggal Efektif 01 Januari 2019
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

-- - - —~PENCATATAN/PENGESAHAN/PENDAFTARAN-- -

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal D-3/setingkat
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Memahami ketentuan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ; 3. Ramah tamah dan bepenampilan baik
4, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui
Perundingan Bipartit
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmrgraSI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penvelenaaaraan Sistem Pelatihan Keria Nasional di-Daerah:
6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgamsam Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyelesaian Perselisiian Hubungan Industrial Melalui Mediator; 1. Komputer
2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
4, SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 4. ATK
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan
6. SOP Pelayanan Front Office
7. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian

1. Front Office
2. Tim Teknis

: buku register
: buku register surat/sertifikat
pencatatan/pengesahan/pendaftaran

PELAYANAN PEMBETULAN ATAU PERBAIKAN SURAT/SERTIFIKAT




Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat fzin
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Front Office Jim Teknis PHBursa Petuaas Front O Petugas Front Office
Layanan Pengaduan/ gas Fron ©® | Kasl sesual Jenls Layanan Pengamblitan Kelengkapan Walktu Output
Komplain KerjarBLK Penerimean Berkas = sirrat/Sertiflkat/Kartu gkap P
1 |Meminta Pemohon untuk mengisi formulir pembetufan ]
dengan melampirkan Surat/Sertifikat/Kartu, beserta copy CD Surat/SertifikatKaniu . i{iaéfasne;fg;am:
berkas permohonan yang bersangkutan {jika ada) Asl da:ﬂ‘:::ﬂ‘;i"‘as Smenit | Cormohonan, Formullr
pe Pembetulan
2 |Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan pada
tempat penyimpanan (jika pemohon tidak memiliki fotocopy
berkas), dan melinat Kesesuaian antara berkas .
permohonan dengan Surat/Sertifikat/Kartu asli:
a. Jika kesalahan pengetikan, kepada Pemohon
diberikan potongan lembar pembetulan sebagai tanda kaUKart Sural/Seti
terima, dan Surat/Sertifikat/Kartu esli dan berkas S haas . St
permohenan yang bersangkutan diteruskan kepada permohenan, Fosmulic 5 menit permohonan, Formullr
Tim Teknis PHYBursa Kerja/BLK untuk diperbaiki NP Pembetulan Pembetulan
b. Jika kesalahan pada berkas permohonan, kepada < 7/ .
Pemohan diminta agar terlebih dahulu memperbaiki Surat/SertifikatKart S”f:;s:;l"f:‘:d";sfa"“
berkas, dan kemudian mengulang pemohonan Asti dan berkas 5 menit permahenan yang telah
dengan menyampaikan berkas ke Petugas Pe"“;z""’:;“'m':’n”“”“‘ diperbaiki, dan Formullr
Penerimaan Berkas Pembetulan
3 [Memperbaiki dan melakukan pembetulan kesalahan
- . h . ij] Hi%aUKar
pengetikan pada Surat/Sertifikat/Kartu asli, dan.dlteruskan Sufstfiscf;, berkas ! 15 menit Smau'g'eﬁlkz:ﬁmu
dengan prosedur reguler penerbitan Surat/Sertifikat/Kartu permohonan, Formulic perberkas dan berkas
Pembetulan parmohonan
4 |Menerima berkas pembetulan Surat/Sertifikat/Kartu asfi v ]
karena kesalahan pada berkas permohonan, dan i::mmﬂ . Berkas Permohonan
diteruskan dengan prosedur reguler penerbitan |:|:| yang teleh diparbaikl, dan 5 menit yang tefah dibert
Sural/Sertifikat/Kartu Formufir Pembetutan nomor urut
5 |Membuat catatan pinggir pada register )
; . : 8 kat! Kar
Surat/Sertifikal/Kartu mengenai alasan perbaikan atau \,—“ Surat/Serlifikat/ 5 menit ;’S‘ﬁiﬂaﬂg ttah
penggantian Sural/Sertifikat/Kartu e Kartu perbaikan dibukuken
| -
Surat/Sertifikat/
Tanda/bukti
6. |Metakukan pemberitahuan dan penyerahan Kartu yang telah ) penerimaan berkas
- |surat/sertifikat/Kartu kepada Pemohon g dibukukan, 3 menit yang telah
icap/stempel basah, :
tersimpan

dan dipilah




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

'Nomor SOP _ 14/OR-B/2018

Tanggal Pembuatan 20 Nopember 2018

20 Nopember 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Januari 2019

Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN PENGADUAN/KELUHAN PELANGGAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3, Peraturan Pemerintah Nomat 31 Tahun 2006 tentang Sistemn Pefatihan Kerja Nasional ;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui

Perundingan Bipartit
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyelenaqaraan Sistem Pelatihan Keria Nasional di Daerah:
6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

1. Pendidikan minimal D-3/setingkat
2. Memahami ketentuan penanganan pengaduan
3. Ramah tamah dan bepenampilan baik

Keterkaitan Peralatan/periengkapan

1. SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator; 1. Komputer

2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 2. Sambungan Internet{Intranet
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
4. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 4., ATK

5.

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran

6. SOP Pelayanan Front Office
7. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian

1. Ffront Office
2. Tim Penanganan Pengaduan

: buku register
: register tahapan penyelesaian




Prosedur Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan

p S

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Pe Keterangan
- Front Office : PEn;::i?::an Pemohon Kelengkapan Waktu Output g‘ :
1 |Menerima pengaduan/keluhan atau kritik dengan lisan atau tertulis, balk pengaduar/iehihan ata duankehhan af
. N . gaduan/kehl ] pengaduan/keluhan atau
secara langsung/telepon/tertulis/emaill/sms, atau yang dimasukkan ( ) kitik dengan fisan atau & men keitlk dengan lisan atau
kedalam ke kotak saran lertulis tertulls dilerima
2 |Melakukan pencatatan setiap keluhan kedalam buku register, melakukan
konfirmasi-dan klarifikasi.awal:
a. keluhan secara lisan, akan langsung diterima dengan
mendengarkan dan mencatat isi keluhan tersebut, diatasi atau A pengaduarketuhen atau pz;g:i‘;:n“y‘::;? a:“
. : . . . ap
diselesaikan pada waktu tersebut, atau diteruskan kepada Tim lj:] etk fis2n dan register | SoSuaikeperuan| = oo ean atau
Penanganan Pengaduan diteruskan
. luhan secara tertulis, diteruskan kepada Tim Penanganan
b I;eenga duan ulls, drte pada e 9 pengaduan/keluhan atau 3 menit peng;tli:?;f“l:‘?:t;:;tau
ksitik tertulis dan register diteruskan
3 [Memeriksa setiap pengaduan, melakukan konfirmasi dan klarifikasi lebih
lanjut:
a. jika pengaduan tersebut jelas dan berdasar, maka akan dianalisa
langsung oleh Tim, dan akan ditetapkan rencana tindak lanjut dari pengaduan/keluhan atau . .
pengaduan tersebut Iji Kritik lisan atau tertulls 1jam Tencana findak lanjut
b. jika pengaduan tersebut tidak berdasar atau tidak jelas, maka p
pengaduan dianggap telah tertangani dan selesai untuk kemudian pengaduankelunan atau 2 am ézzﬂénf&ﬂﬂmgm
dicatat dalam laporan kritik lisan atau tertulls dan fercatat dalam Laporan
4 |Melakukan konfirmasi tindak lanjut kepada masyarakat yang
mengajukan keluhan. Jika yang bersangkutan menerima hasil rencana ’JLl konfirmas| masyarakat dan
tindak lanjut, maka pengaduan dianggap selesai oleh Tim, dan akan rencana tindek lanjut 1jam pengaduankelthan yang
dicatat dalam laporan felah teriangan, serta
tercatat dalam laperan
5 |Melakukan mediasi jika yang bersangkutan tidak menerima rencana
tindak lanjut, dimana Tim dengan masyarakat akan mencari solusi Konfirmmasi tindak leniut
i N enfimasi tindak lanju
bersamg unfuk merjlyelesalkan mas?lgh tersebut dengan beraza§ka1:| pengaduan/keluhan atau 1 hasl solus) bersama
pada “win-win solution”, yang berarti tidak ada yang kalah atau dirugikan Kritik
atau tidak ada yang menang dalam pengaduan tersebut
6 |Meneruskan pengaduan tersebut ke Bupati Ketapang jika masyarakat laporan penanganan
yang bersangkutan masih belum dapat menerima solusi yang ditawarkan l2poran penanganan 1 hari pengadu:n yangg telah
pengaduan m ditervskan dan lelah
tersimpan sebagai arsip
d /'.‘
L _J J s




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP

15/0OR-B/2018

|Tanggal Pembuatan

20-Nopember 2018

Tanggal Revisi

~|20 Nopember 2020

Tanggal Efektif

01 Januari 2019

Disahkan oleh

SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur {(SOP)

PELAYANAN KEBERATAN DAN BANDING

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Naslonal ;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.31/MEN/X11/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui

Perundingan Bipartit
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penvelenagaraan Sistem Pelatthan Keria Nasional di Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras;

1. Pendidikan minimal D-3/setingkat

2.  Memahami ketentuan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat
3. Ramah tamah dan bepenampilan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator; 1. Komputer

2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 2. Sambungan Intemnet/Intranet
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
4. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 4, ATK

5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan

6. SOP Pelayanan Front Office

7. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat

Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian

1. Front Office
2. Tim Teknis

: buku register
: buku register keberatan dan banding

9.
L.




A. Prosedur Pelayanan Keberatan

Pelaksana Mutst Baku
No. Keaiatan Tim Teknis ; . . Ket
9 Pemohon Front Office PHIBursa Ka:: :::Id K::::t?a'::s Bupati Kelengkapan Waktu Output eterangan
Kerja/BLK
Mengisi form keberatan yang tglah disediakan atau surat form ksberatan atay
1. [permohonan keberatan diserai alasan dan argumen yang surat permohonan | sesual keperiuan p:en;n:o;:n
memadaf keberatan
5. |Menerima formulir atau surat keberatan dan mencatatnya ke pecrohonan \ pe;nwhona:
- ldalam Buku Register Permohonan Keberatan Xebaratan menlt kex‘:ﬁ;‘:}:‘mr“
3 Meneliti kelengkapan permohonan keberatan, dan dilakukan
" Ipenelittan kembali: ¥
a. menentukan apakah keberatan tersebut memenuhi syarat, pemichonan coKlist entry data dan
sesual keriteria dan atau standar ksbaratan dan form & hari poin-pain rancana
leaal
b. menentukan tingkat keberatan dan pejabat pemberi data ety ponyclessian
keputusan
\
4 Menyus_un Lappran Hasil Penelitian untuk_tingkal keberatan yang mpktj)ll:l-;‘ltr? '::: ::n Laporan Hast
dapat diselesaikan pada tingkat Tim Teknis PHI/Bursa Kerja/BLK penyelesaian Panolitisn
5 had
5 Menyusun Laporan Hasil Penelitian Awal untuk tingkat keberatan caldist entry data dan Leporan Hasi
- |vang diselesaikan pada tingkat OPD dan atau Bupati Ketapang P"p“‘;";y“él‘e';j‘ii“‘g Penslitan Awal
Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat 5 L aporan Hasi
6 permohonan keberatan kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan o p,,,,,-pm:ndm, Surat
* |dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima Pammohonan
atau ditolak Keberatan S0P Surat
5 har Masuk dan Sun
Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awat dengan dilampiri | Leparan Hasil Keluar
5 [surat permohonan keberatan kepada Kepala Dinas dan atau Penetian Awet dan keputusan penoiakan
* |Bupati Ketapang untuk diteliti ¢an dipertimbangkan apakah Surat Permohonan ka:;_'m Cabaratan
permchaonan keberatan dapat diterima atau ditolak Kebsratan
Y Lzporan Hesil
6 Memfasilitasi rapat atav pertemuan penyelesaian keberatan jika Penshtian Awal dan
* |diperlukan Surat Permohonan 1 har
Keboratan
Membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan untuk keberatan ke Surat Keputusan
i i iui i putusan penclakan Penolakan Keberatan
7. |vang tidak disetujui, atau Surat Keputusan Keberatan apabila v keberatan atau 1 hari aton Su
. .. kepulusan keberatan u Surat Keputusan
disetujui Keberatan
°: e



Pelaksana

Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Teknls KasifKabid Kepala Dinas . . Keterangai
Pemohon Front Office PHI/Bursa . Bupati Kelengkapan Waktil Output
Kerja/BLK tarkait Nakertrans
Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Surat Keputusan \[, landa torima yan
8. |Penoclakan Keberatan atau Surat Keputusan Keberatan kepada 3 menit velan ;r’:ifn;ang
Pemohon Surat Keputusan
Penolakan Keberatan
j atau Suret Kaputusan
1+ ), tanda
terima dan register
9 Mencatat kedalam buku register Keputusan Keberatan dan 4 & et surat keputusan
* |memberi tembusan kepada pihak terkait ( ) teragister
B. Prosedur Pelayanan Banding
Permohonan dan
Mengajukan permehonan banding terhadap keputusan bupati @ Satinan Surat . )
" . sesuai keperuan | permehenan banding
1- |tentang keberatannya hanya kepada Pengadilan Negeri Keputuzan Pendlakan Hee '
ebaral
. . . y
Melakukan pengajuan dengan alasan yang jelas dalam jangka Pes‘,n}nn:m;n ::n
2. wa!(tu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri Kapmimnpa‘;d ikan | 5854 keperuaa | permonenan banting
salinan surat keputusan keberatan tersebut Kebaratan
v
. N . . Keputusan | inspeksi dan
3. |Memastikan Pemohon memenuhi keputusan Pengadifan Negeri < > Pengatilan Nager | 953! keteniuan polaporan
Keputuaan
. . . . . dilan Negeri
4, |Memenuhi atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi :‘;‘j:ﬁ;’;;f:: sosuai ketentuan pe’:;’;‘:::::';:i‘;g
banding

Salinan sesuai dengan aslinya

G

KEPALA BAGIAN HUKUM

»

BUPAT! KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN



